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PENETAPAN
Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara : 

PENGGUGAT,  NIK.  xxxxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir

Lumajang,  25  Agustus  1986,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten

Lumajang,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

lawan

 TERGUGAT,  NIK.  xxxxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir

Lumajang,  01  April  1982,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  pekerjaan  Buruh  Harian,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Lumajang,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;  

Telah mempelajari berkas perkara tersebut; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;  

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat  gugatannya  02 September 2024 yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register

perkara  Nomor  2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj  tanggal  02  September  2024  pada

pokoknya mengemukakan hal-hal berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  21  April  2015,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Xxxxxxxxxxx  Kabupaten  Lumajang

(Kutipan Akta Nikah Nomor :  xxxxxxxxxxx tanggal  21 April 2015);
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  di rumah Penggugat hingga Mei 2022. Selama pernikahan tersebut

Penggugat  dengan  Tergugat  telah  hidup  rukun  sebagaimana  layaknya

suami  istri   dan  dikaruniai  1  orang  anak  bernama  Xxxxxxxxxxxxxxxxx,

NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, Lumajang 14 Februari 2022, diasuh oleh

Penggugat;

3. Bahwa  semula  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  baik  akan

tetapi kurang lebih sejak bulan  April tahun  2022 ketentraman rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain : 

- Tergugat  jarang  memberikan  uang  belanja,  jika  diminta  uang  belanja

justru  marah  bahkan  beberapakali  melakukan  KDRT  terhadap

Penggugat;

4. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Mei tahun 2022, yang akibatnya

Tergugat  pergi  meninggalkan  Penggugat  dan  pulang  ke  rumah orangtua

Tergugat  sendiri  dengan  alamat  sebagaimana  tersebut  di  atas  sehingga

pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan hingga sekarang dan selama

itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin; 

5.  Bahwa  atas  hal  tersebut  diatas  kini  Penggugat  sudah  tidak  tahan  lagi

dengan  kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan

ini;

6. Bahwa  Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;

      Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama Lumajang  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidair :
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Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah

datang menghadap di persidangan, sedangkan  Tergugat tidak menghadap ke

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap   sebagai

kuasanya,  dan  ternyata menurut  surat  panggilan  (Relaas) Nomor

2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal  09  September 2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat tidak dikenal;

Bahwa  sebelum  memeriksa  pokok  perkara  ini,  Majelis  Hakim  telah

berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat hidup rukun

kembali  dengan  Tergugat  dalam satu  rumah tangga  sebagaimana  layaknya

suami-isteri;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan

tidak  mengetahui  alamat  Tergugat  secara  pasti  dan  mohon  diperkenankan

mencabut gugatannya;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  Penetapan  ini,  maka  ditunjuk

segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara

ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir  dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama

untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang  bahwa  dalam  gugatan  Penggugat,  domisili  Penggugat

berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  perkara  ini  merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;
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Menimbang,  bahwa  dalam persidangan  Majelis  berupaya  menasehati

Penggugat  supaya dapat  hidup rukun kembali  dengan Tergugat  dalam satu

rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang  bahwa  pada  persidangan  tanggal  12  September  2024,

Penggugat mohon diperkenankan mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  belum  memasuki  pokok

perkara,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  271  RV.  pencabutan

permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikabulkan dan dinyatakan bahwa

gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  dicabut,  maka

Majelis  Hakim  perlu  memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama

Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara

yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi  peradilan

sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan

dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar Penetapan ini;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN: 

1. Mengabulkan  permohonan  Pencabutan  perkara  Nomor:

2002/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari

Kamis tanggal 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul

Awal  1446  Hijriyah oleh  Dra.  Siti  Muarofah  Sa'adah,  S.H.,  sebagai  Ketua

Majelis,   Drs.  H.  Muhammad  Zainuri,  M.H.  dan   Dra.  Nur  Sholehah,  M.H.

sebagai  Hakim Anggota,  dan  diucapkan  dalam sidang  terbuka untuk  umum

pada  hari  itu  juga  oleh  Ketua  Majelis  dengan  dihadiri  para  Hakim  Anggota

tersebut, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti,  serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

-  PNBP : Rp70.000,00

- Proses : Rp100.000,00

-  Panggilan : Rp500.000,00

-  Materai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
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